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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang Masalah 
 Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar selain migas serta hasil alam 
yang belum tergali secara optimal, sehingga diperlukan suatu penanganan dan 
perhatian yang menyeluruh dari pemerintah untuk memaksimalkan 
penerimaan Negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peranan pajak 
dalam APBN yang sekarang sudah mencapai taraf lebih dari 60%. Dengan 
perhatian yang lebih serius dari pemerintah, potensi tersebut dapat 
dimaksimalkan, bahkan mungkin dapat menanggung seluruh belanja Negara 
dalam 1 tahun. 
 Begitu banyak potensi di bidang perpajakan yang belum tertangani secara 
total dan menyeluruh seperti masih rendahnya jumlah wajib pajak yang 
terdaftar, penerimaan dari Pajak Penghasilan baik Wajib Pajak Orang Pribadi 
maupun Wajib Pajak Badan, serta Pajak Bumi dan Bangunan. 
 Pemberlakuan sunset policy pada tahun 2008 cukup memberikan dampak 
bagi penerimaan pendapatan Kabupaten Karanganyar. Dengan singkatnya 
masa promosi yang berlaku akhir tahun, program sunset policy tertnyata 
cukup sukses karena bisa menjaring wajib pajak baru sekaligus upaya 
memperoleh kenaikan penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya penerimaan pajak tahun 2008 di Kantor Pelayanan Pajak 
Karanganyar bahkan melampaui target yang ditentukan. Awal tahun target 
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yang dicanangkan hanya Rp 308 miliar, ternyata sampai 31 Desember, 
tercatat penerimaan mencapai Rp 341 miliar. 
 Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang cukup besar bagi 
peningkatan penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
maupun Badan. Mengingat potensi penduduk Negara Indonesia yang 
sedemikian besar serta beragam jenis pekerjaan baik tetap maupun tidak 
tetap. Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi pemerintah dalam 
memaksimalkan potensi tersebut untuk memaksimalkan penerimaan Negara. 
 Pada tahun 2008 pemerintah melakukan perubahan undang- undang Pajak 
Penghasilan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranannya dalam 
rangka mendukung kebijakan nasional khususnya di bidang ekonomi. 
Undang-undang Pajak Penghasilan ini telah mengalami perubahan sebanyak 
empat kali yang pertama adalah UU No. 7 Tahun 1991, selanjutnya 
diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan yang 
sekarang digunakan adalah UU No. 36 Tahun 2008. Dalam undang- undang 
perpajakan yang baru pemerintah mengganti kebijakan tarif atas Wajib Pajak 
Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 
 Untuk wajib Pajak Orang Pribadi, selain mengubah tarif pajaknya 
pemerintah juga mengubah lapisan kena pajak dari lima lapis menjadi empat 
lapis serta menaikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak). Sedangkan 
untuk Wajib Pajak Badan yang semula perhitungan pajaknya dengan 
menggunakan tarif proporsional diubah menjadi tarif tunggal (single tax). 
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 Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut tetap berpegang 
pada prinsip- prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, 
kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi 
penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. 
 Sistem self assesment adalah dimana peranan dari wajib pajak lebih 
dituntut dalam hal menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetor 
pajak sendiri dibandingkan dengan sistem official assesment yang lebih 
menitikberatkan pada kinerja kantor pelayanan pajak dalam membantu wajib 
pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi kepedulian dan 
keseriusan dari wajib pajak itu sendiri dituntut dalam memajukan perpajakan 
sebagai sumber penerimaan negara yang terutama dan terbesar diantara 
penerimaan negara lainnya. 
 Dalam undang- undang perpajakan yang baru diharapkan lebih menunjang 
kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik 
investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun 
penanaman modal dalam negeri untuk memaksimalkan penerimaan Negara. 
Dapat meningkatkan keadilan pengenaan pajak kepada Wajib Pajak serta 
memberikan kesederhanaan dan kemudahan administrasi perpajakan juga 
menjadi tujuan pemerintah dalam merubah undang- undang perpajakan. 
 Pada kenyataannya, perubahan tarif PPh Badan tersebut menguntungkan 
bagi perusahaan-perusahaan besar yang biasanya terkena tarif lapisan 
tertinggi 30%. Namun bagi perusahaan-perusahaan kecil yang biasanya 
dikenai tarif dengan lapisan kena pajak rendah tentu saja akan merugikan 
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karena akan mengalami kenaikan tarif. Untuk itu, pemerintah membuat 
ketentuan baru dalam pasal 31E yang memberikan fasilitas pengurangan tarif 
sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak Badan yang omzetnya tidak 
lebih dari Rp 50 Milyar yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari 
bagian omzet sampai dengan Rp 4,8 Milyar. Selain itu, perubahan tarif ini 
diperkirakan berdampak pada pendapatan Negara yang mengalami Potensial 
Loss, namun di sisi lain, menguntungkan masyarakat karena pajak yang 
dibayarkan lebih rendah. 
 Berdasarkan hal itu, penulis ingin melakukan evaluasi terhadap 
penerimaan pajak penghasilan khususnya Kabupaten Karanganyar sebelum 
adanya undang-undang perpajakan yang baru dan penerimaan pajak 
penghasilan setelah diberlakukannya undang- undang perpajakan yang baru. 
Penulis bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana dampak atas perubahan 
undang- undang perpajakan pada penerimaan pajak tahun 2009. 
 Untuk melakukan studi dan telaah atas hal tersebut maka penulis 
mengangkat judul “EVALUASI PENERIMAAN PAJAK 
PENGHASILAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 - 
2009” 
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B. Rumusan Masalah 
 Bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana dampak perubahan tarif terhadap penerimaan pajak 
Kabupaten Karanganyar? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penerimaan pajak 
Kabupaten Karanganyar? 
 
C. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan: 
1.   Untuk mengetahui dampak atas perubahan tarif pajak bagi wajib pajak 
orang pribadi dan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak 
penghasilan Kabupaten Karanganyar. 
2.   Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 
penerimaan pajak penghasilan Kabupaten Karanganyar. 
 
D. Manfaat 
1.  Manfaat Teoritis 
 Bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan dalam 
memahami pengaruh kebijakan pemerintah dalam hal perubahan tarif 
pajak penghasilan khususnya di Kabupaten Karanganyar. 
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2.  Manfaat Praktis 
a. Memberikan gambaran mengenai dampak yang timbul atas 
perubahan tarif pajak penghasilan khususnya di Karanganyar. 
b. Penulis berharap karya ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan 
masalah serupa. 
 
E. Metode penelitian 
1.  Desain penelitian 
 Desain penelitian yang digunakan penulis adalah kasus. Desain 
kasus adalah desain yang dilakukan apabila pertanyaan “bagaimana” 
menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan membuat 
analisis yang terbatas pada kasus tertentu untuk menjawab permasalahan 
tersebut. 
 
2.  Objek penelitian  
 Objek penelitian penulis adalah perubahan jumlah penerimaan 
pajak Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 (sebelum perubahan 
tarif) dan 2009 (setelah diberlakukan tarif baru menurut undang-undang 
no.36 tahun 2008). 
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3.  Jenis Data 
a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat, dan gambar. 
b. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
data kualitatif yang diangkakan. 
Sumber Data berasal dari: 
 Menurut Loefland dalam bukunya Moleong (2002: 112) 
menyatakan bahwa “Sumber data yang pertama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan 
peneliti, target, dan realisasi penerimaan pajak penghasilan di 
Karanganyar. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan mempelajari buku-buku, literatur\, makalah Undang-Undang 
Pajak Penghasilan yang berlaku serta buku-buku yang terkait 
penulisan. 
Sumber Data diambil dari: 
a. Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan 
yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi. 
b. Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting 
dalam penelitian kualitatif. Menurut Sutopo (2002: 51) bahwa 
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“Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan 
dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran 
atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa 
tertentu.” 
 
4.  Teknik pengumpulan Data 
a. Observasi/ pengamatan 
 Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung ke 
lokasi penelitian yaitu KPP Pratama Karanganyar untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas atas objek yang akan diteliti. 
b. Interview/ wawancara 
 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara 
langsung dengan petugas pajak di KPP Pratama Karanganyar tempat 
penulis melakukan kegiatan magang serta dengan pihak lain yang 
terkait sesuai dengan penyusunan laporan. 
c. Kepustakaan/ Library Research Method 
 Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan 
menelaah buku-buku, peraturan perundan-undangan perpajakan yang 
berlaku, literatur, serta referensi lain yang berkaitan dengan Pajak 
Penghasilan. 
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5.  Teknik Pembahasan 
 Model pembahasan yang akan dilakukan penulis dalam tugas akhir 
adalah pembahasan deskriptif. Pembahasan deskriptif adalah teknik 
untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai suatu objek yang diteliti. Beberapa alat pendukung 
untuk pembahasan deskriptif adalah penggunaan gambar untuk 
memperjelas deskripsi. Pembahasan deskriptif dipilih penulis karena 
teknik pembahasan ini dinilai menarik dan sesuai dengan judul yang 
dibahas dalam tugas akhir. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Pajak 
 Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani yang telah 
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu 
Hukum Pajak” (1991:2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- 
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- 
pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan 
pemerintahan.” 
 Edwin R. A Seligman dalam buku Essay in Taxation yang diterbitkan di 
amerika menyatakan “Tax is compulsory contribution from the person, to the 
government to depray the expenses incurred in the common interest of all, 
without reference to special benefit conferred.” Dari definisi di atas terlihat 
adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya 
manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian 
halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada 
masyarakat. 
 Sedangkan Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar- dasar Hukum Pajak 
dan Pajak Pendapatan (1990:5) mendefinisikan “Pajak adalah iuran kepada 
kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
10 
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tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ” 
 Dari definisi- definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
pajak adalah peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor 
masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk 
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
a. Fungsi Pajak 
 Sebagaimana telah diketahui berbagai definisi pajak, terlihat 
adanya dua fungsi pajak yaitu: 
1) Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh 
yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 
negeri. 
2) Fungsi mengatur (Reguler) 
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 
ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 
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b. Pembagian Pajak 
Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok: 
1) Menurut Golongan 
a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 
Pajak yang bersangkutan. 
Sebagai contoh Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. 
b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan ke pihak lain. 
 Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, bea materai. 
2) Menurut Sifat 
 Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip: 
a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam 
arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 
 Contoh: Pajak Penghasilan 
b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya 
a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
 Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 
Materai. 
b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
 Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan. 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
1) Official Assesment System 
 Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang. 
Ciri-ciri Official Assesment System: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus. 
b) Wajib Pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
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2) Self Assesment System 
 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar. 
3) Withholding System 
 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
besarnya pajak yang terutang olah Wajib Pajak. 
d. Asas Pemungutan Pajak 
1) Asas Sumber 
 Asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak 
yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu Negara. 
Jika di suatu Negara terdapat suatu sumber penghasilan, Negara 
tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu 
bertempat tinggal. 
2) Asas Domisili 
 Asas domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak 
yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu 
Negara. 
 Negara di tempat wajib pajak itu bertempat tinggal, Negara itulah 
yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang 
diperoleh dari mana pun. 
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3) Asas Nasional 
 Asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak 
yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara. 
e. Tarif Pajak 
1) Tarif pajak proporsional/ sebanding, adalah tarif pajak berupa 
persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar 
pengenaan pajak. 
Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan 
Barang Kena Pajak. 
2) Tarif pajak progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi 
lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin 
besar. 
Contoh: Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk 
wajib pajak orang pribadi. 
3) Tarif pajak degresif, adalah persentase tarif pajak yang semakin 
menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi 
lebih besar. 
Tarif degresif ini tidak dipakai dalam system perpajakan di Indonesia. 
4) Tarif pajak tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) 
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 
pajak yang terutang sama. 
Contoh: Bea Materai. 
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B. Pajak Penghasilan 
a. Pengertian Pajak Penghasilan 
 Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan 
kepada masyarakat yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan 
masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban 
yang harus dilakukan. 
b. Subyek Pajak Penghasilan 
 Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat 3 tentang 
pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan dibedakan menjadi dua: 
1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah 
a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, 
Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia. 
b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 
kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 
kriteria: 
· Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
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· Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
· Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
· Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 
Negara 
c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak 
2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah 
a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
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c. Tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan 
Yang tidak termasuk subjek pajak menurut undang-undang no.36 tahun 
2008 pasal 3 ayat 1 adalah 
1) Kantor Perwakilan Negara Asing. 
2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan 
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di 
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar 
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan 
memberikan perlakuan timbale balik. 
3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 
a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 
b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 
4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana 
dimaksud pada huruf 3), dengan syarat bukan warga Negara Indonesia 
dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk 
memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
d. Obyek Pajak Penghasilan 
 Yang menjadi obyek pajak penghasilan menurut undang-undang 
no.36 tahun 2008 pasal 4 adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan 
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Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya. 
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
3) Laba usaha 
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi. 
8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
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12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing 
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
14) Premi asuransi 
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
16) Tambahan kekayaan Netto yang berasala dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak 
17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah 
18) Imbalan bunga 
19) Surplus Bank Indonesia 
 Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak 
memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada 
adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran 
terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-
sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan 
pembangunan. 
 
e. Dasar Pengenaan Pajak 
 Untuk dapat menghitung PPh terlebih dahulu harus diketahui dasar 
pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak badan dalam negeri yang menjadi 
dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya 
Penghasilan Kena Pajak yang untuk Wajib Pajak Badan dihitung sebesar 
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penghasilan netto yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya 
yang diperkenankan UU PPh. 
Biaya-biaya tersebut antara lain sebagai berikut: 
1) Biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan, 
termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan 
atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan 
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, 
biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata 
tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak 
kecuali pajak penghasilan. 
2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 
3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Mentri Keuangan. 
4) Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih dan memelihara penghasilan. 
5) Kerugian akibat selisih kurs mata uang asing. 
6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia. 
7) Biaya beasiswa, magang, dan penelitian. 
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8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah 
dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial, telah 
diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan 
utang antara debitur dan kreditur yang bersangkutan. 
f. Penghasilan yang dipotong PPh final 
1) Uang tebusan pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari 
Tua yang dibayarkan sekaligus. 
2) Uang pesangon. 
3) Hadiah atau penghargaan sehubungan dengan pekerjaan. 
4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan 
petugas dinas luar asuransi. 
5) Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima 
oleh pejabat Negara, PNS atau TNI/POLRI yang sumber dananya 
berasal dari keuangan Negara atau keuangan Daerah. 
 
C. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
 Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 terdapat perubahan tarif pada 
Wajib Pajak Orang Pribadi. Tarif PPh Orang Pribadi berubah dalam hal tarif 
dan lapisan kena pajaknya, serta PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). 
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Tabel II.1 
Perubahan Tarif pada Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 
5% x dibawah Rp 25,000,000 5% x sampai dengan Rp50.000.000 
10% x Rp25.000.000-Rp50.000.000 15% x Rp50.000.000-Rp250.000.000 
15% x Rp50.000.000-Rp100.000.000 25% x Rp250.000.000-Rp500.000.000 
25% x Rp100.000.000-Rp200.000.000 30% x Rp500.000.000 
35% x diatas Rp200.000.000  
 
Tabel II.2 
Perubahan PTKP pada Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Keterangan Undang-Undang No.17 
Tahun 2000 
Undang-Undang No.36 
Tahun 2008 
Wajib Pajak Rp 13.200.000 Rp 15.840.000 
Kawin Rp 1.200.000 Rp 1.320.000 
Istri Bekerja Rp 13.200.000 Rp 15.840.000 
Tanggungan (maks.3) Rp 1.200.000 Rp 1.320.000 
 
D. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan 
 Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 tarif PPh Badan dipangkas dari 
30% menjadi tarif tunggal (single tax) sebesar 28%.  Perubahan tarif PPh 
Badan ini menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang biasanya 
kena tarif lapisan tertinggi 30% . Namun demikian ada ketentuan baru dalam 
pasal 31E yang memberikan fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif umum 
untuk Wajib Pajak Badan yang omzetnya tidak lebih dari Rp50 Milyar yang 
dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari bagian omzet sampai dengan 
Rp4,8 Milyar. 
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Tabel II.3 
Perubahan Tarif pada Wajib Pajak Badan 
 
Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 
10% x dibawah Rp50.000.000 
Tarif Tunggal 
28% x PKP (Penghasilan Kena Pajak) 15% x Rp50.000.000-Rp100.000.000 
30% x diatas Rp100.000.000 
 
 Undang-undang terbaru yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-
undang No.36 tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang No.7 
tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Secara umum cara menghitung pajak 
penghasilan adalah sebagai berikut: 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak 
 Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mulai 
diberlakukan pada awal tahun 2009. Arah dan tujuan penyempurnaan 
Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut. 
a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. 
b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. 
c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan 
d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. 
e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya 
saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal 
asing maupun penanaman modal dalam negeri. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Kabupaten Karanganyar 
a. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan Penjajahan Jepang 
 Pada tahun 1847 Karanganyar merupakan satu wilayah Kawedanan 
dari Kadipaten Mangkunegaran di samping Kawedanan Wonogiri dan 
Malangjiwan, masing-masing dipimpin oleh seorang Bupati Anom atau 
Wedana Gunung, dibantu oleh Panewu Gunung yang membawahi 
pemerintahan Kapanewon (Kecamatan). Panewu Gunung dibantu oleh 
Mantri Gunung melakukan koordinasi pemerintahan desa. 
 Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, 
meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, Kaliyoso, dan 
Colomadu. 
 Reorganisasi wilayah Kadipaten Mangkunegaran dilakukan dengan 
Kaputusan Sri Mangkunegara VII tentang pembentukan Kabupaten 
Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Nopember 
1917 KGPAA Mangkunegara VII di Kabupaten Karanganyar melantik 
KRT Hardjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar. 
 Dalam pelantikan disampaikan pidato pengarahan oleh KGPAA 
Mangkunegaran VII antara lain: 
25 
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1) Seorang Bupati harus benar-benar menjalankan tugas dengan baik 
dan loyal kepada tugas pemerintahan. 
2) Perlu mempunyai etos kerja yang produktif (kawekelan). 
3) Berperilaku baik sehingga tidak mencemarkan nama keluarga dan 
jabatan. 
4) Mempertahankan kebutuhan pangan para petani/ rakyat desa 
5) Menciptakan ketentraman dan ketenangan wilayah. 
Dalam kurun waktu tahun 1917 sampai dengan tahun 1930 di 
Kabupaten Karanganyar ada tiga orang Bupati yang memerintah, yaitu: 
1) KRMT Hardjohasmoro 
2) RMT Sarwoko Mangoenkoesoemo 
3) RMT Darko Soegondo 
Berdasarkan Rijksblaad Mangkoenegaran tahun 1923 no. 10 
Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi tiga wilayah kawedanan 14 
wilayah kapanewon (kecamatan): 
Kawedanan: 
1) Kawedanan Karanganyar 
2) Kawedanan Karangpandan 
3) Kawedanan Jumapolo 
Kapanewon: 
1) Kapanewon Karanganyar 
2) Kapanewon Tasikmadu 
3) Kapanewon Jaten 
xxxix 
 
4) Kapanewon Kebakkramat 
5) Kapanewon Mojogedang 
6) Kapanewon Karangpandan 
7) Kapanewon Matesih 
8) Kapanewon Tawangmangu 
9) Kapanewon Ngargoyoso 
10) Kapanewon Kerjo 
11) Kapanewon Jumapolo 
12) Kapanewon Tugu 
13) Kapanewon Jatipuro 
14) Kapanewon Jatiyoso 
Pada tahun 1930 Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan secara 
administratif dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Mangkunegaran 
dengan maksud agar pengelolaan terhadap perkebunan-perkebunan 
milik Mangkunegaran lebih efisien dan efektif. 
Pada masa pendudukan jepang (1942-1945), daerah karanganyar 
masih disebutkan sebagai Kawedanan, bagian dari Kabupaten Kota 
Mangkunegaran, hanya jabatan dan wilayahnya diganti dengan istilah/ 
bahasa Jepang. 
b. Masa Setelah Proklamasi kemerdekaan RI 
Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, 
Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Piagam Kedudukan yang 
menetapkan Sri Susuhan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegara 
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VIII, masing-masing sebagai Kepala daerah Kasunanan Surakarta dan 
Kepala Daerah Mangkunegaran. 
Pada akhir tahun 1945 di Surakarta timbul gerakan anti Swapraja 
yang berkembang hingga Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, 
Wonogiri dan Kota Surakarta menyatakan lepas dari Pemerintah 
Swapraja. Hal ini mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dengan 
terbitnya Penetapan Pemerintah No.16/ SD tahun 1946 yang antara lain 
menetapkan daerah-daerah tersebut tergabung dalam Karesidenan 
Surakarta yang dipimpin oleh seorang Residen. 
Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari: 
1) Kawedanan Wonoharjo 
a) Kecamatan Gondangrejo (gabungan dari bekas Kapanewon 
Bonorejo dan Kaliyoso) 
b) Kecamatan Colomadu 
2) Kawedanan Karanganyar 
a) Kecamatan Karanganyar 
b) Kecamatan Tasikmadu 
c) Kecamatan Jaten 
d) Kecamatan Kebakkramat 
e) Kecamatan Mojogedang 
3) Kawedanan Karangpandan 
a) Kecamatan Karangpandan 
b) Kecamatan Matesih 
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c) Kecamatan Tawangmangu 
d) Kecamatan Ngargoyoso 
e) Kecamatan Kerjo 
f) Kecamatan Jenawi 
4) Kawedanan Jumapolo 
a) Kecamatan Jumapolo 
b) Kecamatan Jumantono 
c) Kecamatan Jatiyoso 
d) Kecamatan Jatipuro 
 
2. Visi dan Misi 
a. Visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2008-2013 
“Terwujudnya Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan 
Sejahtera”. 
b. Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2008-2013 
1) Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan hokum melalui 
penegakan peraturan perundang-undangan 
2) Memperkuat kehidupan melalui pemberdayaan partisipasi rakyat 
untuk pemerintah daerah yang demokratis 
3) Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang 
bertumpu pada kemandirian, peningkatan kualitas SDM dan 
penyetaraan gender 
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4) Meningkatkan pola pelayanan birokrasi dengan mengutamakan 
kepuasan masyarakat secara pasti, cepat dan murah 
5) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat 
beragama dengan penguat kesadaran moral dan etika serta 
kehidupan berbudaya di masyarakat 
 
3. Sektor Pemerintahan 
a. Pembagian Wilayah Administrasi 
Kabupaten Karanganyar terbagi 17 Kecamatan yang meliputi 177 
Desa/ Kelurahan (162 Desa dan 15 Kelurahan). Desa/ Kelurahan 
tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.876 RW dan 6.130 RT. 
Klasifikasi desa/ kelurahan pada tahun 2008 terdiri dari swadaya – desa/ 
kelurahan, swakarya desa – kelurahan, dan swasembada 177 desa/ 
kelurahan. 
b. DPRD Tk II 
Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Karanganyar hasil 
pemilu legislatif tahun 2008 sebanyak 44 anggota, yang terdiri dari 
F.PG 14 anggota, F. PDIP 12 anggota, F. PKS 5 anggota, F. Demokrat 
7 anggota, F. PAN 3 anggota, FP. Pelopor 4 anggota. Bila dilihat 
menurut kecamatan, maka kecamatan dengan perwakilan DPRD 
terbanyak adalah Kecamatan Jaten 10 anggota, kemudian Kecamatan 
Karanganyar 7 anggota dan matesih yaitu 7 anggota. Kecamatan di 
kabupaten Karanganyar yang tidak mempunyai anggota DPRD adalah 
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Jumapolo, Jumantono, Tawangmangu, Karangpandan, Tasikmadu dan 
Jenawi. 
Jumlah komisi di DPRD Kabupaten Karanganyar ada 4, dengan 
jumlah anggota untuk masing-masing komisi, yaitu Komisi A 11 
anggota, Komisi B 11 anggota, Komisi C 11 anggota dan Komisi D 9 
anggota. Selama tahun 2007 telah dihasilkan sebanyak 39 SK DPRD, 
24 SK Pimpinan DPRD dan 32 Peraturan Daerah. 
c. KORPRI 
Berdasarkan data yang masuk di Dewan Pengurus Cabang 
KORPRI Kabupaten Karanganyar, maka jumlah anggota KORPRI di 
Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebanyak 13.379 orang. 
Jumlah tersebut terdiri dari golongan I sebanyak 2.306 orang, golongan 
II sebanyak 43.982 orang, golongan III sebanyak 6.229 orang dan 
golongan IV sebanyak 862 orang. 
 
4. Sektor Industri dan Perdagangan 
Pada tahun 2007 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar 
(tenaga kerja >= 100 orang) sebanyak 78 unit dan industri sedang (tenaga 
kerja = 21 - 99 orang) sebanyak 104 unit. 
a. Industri 
Dari 182 industri Besar/ Sedang tersebut mampu menyerap tenaga 
kerja sebanyak 41.823 orang. Indusri Besar/ Sedang yang paling banyak 
adalah produk tekstil/ bahan dari tekstil yaitu 61 unit (33,52%), industri 
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makanan/ bahan makanan 32 unit (17,58%) dan industri plastik/ 
kimia 19 unit (10,44%) 
Menurut data dari Dinas Perindag, Pendal dan Koperasi Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 2007 banyaknya industri formal mencapai 117 
perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.898 orang. 
Sedangkan industri non formal (sentra industri dan non sentra industri) 
sebanyak 9.760 usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 30.329 
orang. 
b. Perdagangan dan Koperasi 
Guna menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar 
pada tahun 2007 terdapat pasar 52 buah, toko/ kios/ warung 9.807 buah, 
KUD 17 buah dan koperasi simpan pinjam 910 buah. Dibandingkan 
tahun 2006, khususnya toko/ kios/ warung dan koperasi Simpan Pinjam 
jumlahnya mengalami kenaikan. 
Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, sebagai 
usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan perannya 
semakin besar. Pada tahun 2007 di Kabupaten Karanganyar terdapat 
koperasi sebanyak 927 buah dengan jumlah anggota mencapai 153.299 
orang. Jenis koperasi terbanyak berasal dari golongan masyarakat (KKT 
dan KSU) yaitu 876 buah, KUD 17 buah, koperasi fungsional 76 buah 
dan koperasi karyawan 79 buah. 
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5. Sektor Pertanian 
Pertanian tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor 
dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. 
Kabupaten Karanganyar sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian 
yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman agro 
industri. 
a. Tanaman Bahan Makanan 
Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar selama tahun 
2008 diperoleh produksi padi sawah sebanyak 279.341 ton, jagung 
sebanyak 33.595 ton, ubi kayu sebanyak 158.048 ton dan kacang tanah 
sebanyak 7.755 ton. Sebagian tanah di Kabupaten Karanganyar 
merupakan tanah pegunungan/ perbukitan (Jatiyoso, Matesih, 
Tawangmangu, Ngargoyoso dan Jenawi) yang sangat potensial untuk 
tanaman sayur-sayuran seperti bawang merah, bawang putih, kobis, 
sawi, cabe, tomat, buncis dan sebagainya. 
b. Tanaman Perkebunan 
Tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Karanganyar yang 
sangat potensial adalah cengkeh yang mencapai luas sebesar 1.508,50 
Ha dan selama tahun 2008 produksinya mencapai 95,71 ton. Tanaman 
lain yang juga potensial untuk dikembangkan adalah kelapa, mete, tebu, 
jahe. Sementara itu untuk tanaman perkebunan besar yang potensial 
adalah teh dan karet. 
 
xlvi 
 
c. Peternakan 
Populasi ternak yang banyak diusahakan di Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 2007 adalah sapi potong 47.754 ekor, sapi 
perah 354 ekor, kerbau 1.289 ekor, kuda 308 ekor, kambing 22.156 
ekor, domba 115.422 ekor, babi 44.179 ekor, ayam ras 1.572.653 ekor, 
ayam buras 847.325 ekor, ayam pedaging 1.301.000 ekor, itik 71.025 
ekor, kelinci 10.956 ekor dan burung puyuh 459.850 ekor. 
Selama tahun 2007 hasil-hasil produksi ternak terdiri dari telur 
ayam buras 346.189 kg, telur ayam ras 12.806.425 kg, telur itik 415.496 
kg, telur puyuh 654.252 kg dan susu 4.961.961 liter. 
d. Perikanan 
Selama tahun 2007 produksi ikan mencapai 1.307.280 kg, yang 
berasal dari cek dam 59.005 kg, kolam air tenang 886.635 kg, sungai 
309.965 kg dan waduk 51.675 kg.sementara itu telah dilakukan 
penebaran benih di berbagai tempat sebanyak karper 235.000 ekor, 
tawes 1.150.000 ekor, nila merah 4.380.000 ekor, gurami 40.000 ekor 
dan lele 4.505.000 ekor dan lainnya 83.000 ekor. 
  
6. Kehidupan Sosial Masyarakat Karanganyar 
a. Pendidikan 
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2008 jumlah SDN sebanyak 483 
buah, SD Swasta 15 buah, SLTPN 50 buah, SLTP Swasta 26 buah, 
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SMUN 12 buah, SMU Swasta 6 buah, SMKN 3 buah dan SMK Swasta 
25 buah. Data dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Karanganyar 
jumlah sekolah MI 60 buah, MTS 23 buah dan MA 4 buah. Jumlah 
perguruan tinggi ada 12 buah. 
Selanjutnya jumlah murid SD/ MI sebanyak 81.458 siswa, dengan 
guru sebanyak 4.857 orang. Sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 : 
13,50. Jumlah murid SLTP/ MTs sebanyak 37.130 siswa dengan guru 
sebanyak 2.751 orang. Sehingga rasio guru : murid sebanyak 1 : 12,32. 
b. Kesehatan 
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 
pada tahun 2008 jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari 4 RS, 
21 Puskesmas, 59 Puskesmas Pembantu, 25 Rumah Bersalin Swasta 
dan 34 Balai Pengobatan Swasta. 
Sementara itu, tenaga kesehatan (tidak termasuk yang di RS), 
terdiri dari dokter spesialis 58 orang, dokter umum 84 orang, bidan 255 
orang dan perwat kesehatan 384 orang. 
c. Tempat Peribadatan 
Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan 
kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup 
yang erat. Di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 terdapat tempat 
ibadah yaitu Masjid 2.104 buah, Mushola 738 buah, Gereja 139 buah, 
Pura 17 buah dan Vihara 4 buah. 
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7. Penduduk dan Tenaga kerja 
Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan registrasi 
2008 sebanyak 865.580 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 429.852 jiwa dan 
perempuan 435.728 jiwa. Dibandingkan tahun 2007, maka terdapat 
pertambahan penduduk sebanyak 14.214 jiwa dan mengalami 
pertumbuhan sebesar 1,67 %. 
a. Kependudukan 
Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan 
Karanganyar, yaitu 75.796 jiwa (8,76%), kemudian Kecamatan Jaten 
yaitu 70.770 jiwa (8,18%), dan Kecamatan Gondangrejo yaitu 68.571 
jiwa (7,92%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling 
sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 27.656 jiwa (3,20%), kemudian 
Kecamatan Ngargoyoso yaitu 35.351 jiwa (4,08 %) dan Kecamatan 
Kerjo, yaitu 37.380 jiwa (4,32 %). 
Dilihat dari golongan umur lima tahunan, maka penduduk 
Kabupaten Karanganyar masih menyerupai piramida. Penduduk 
golongan pertama (0 - 19) menunjukkan adanya kenaikan, tetapi 
golongan selanjutnya (20 dan seterusnya) menunjukkan adanya 
penurunan. 
b. Keluarga Berencana 
Peserta KB aktif di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 
mencapai 130.790 peserta atau 80,07% dari perkiraan PUS tahun 2008. 
Peserta KB baru mencapai 19.985 peserta atau sebesar 91,26% dari 
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target PB 2008 sejumlah 21.900. Alat kontrasepsi yang paling banyak 
diminati adalah suntik, yaitu peserta KB aktif sebesar 61,80% dan 
peserta KB baru mencapai 65,54%. Disusul kemudian IUD sebesar 
13,29% dan peserta KB baru mencapai 6,28%. 
Secara umum tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan. Ini terlihat 
dari persentase keluarga pra sejahtera turun dari 17,07% pada tahun 
2007 menjadi 16,03% pada tahun 2008. Sedangkan keluarga sejahtera 
III dan III Plus turun dari 51,45% menjadi 51,04% pada tahun 2008. 
c. Tenaga Kerja 
Sesuai dengan kondisi alam Kabupaten Karanganyar yang agraris, 
maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di 
sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani), yaitu 222.794 orang 
(30,83%). Kemudian sebagai buruh industri sebanyak 104.204 orang 
(14,65%), buruh bangunan 49.099 orang (6,90%) dan pedagang 
sebanyak 44.762 orang (6,19%). Selebihnya adalah sebagai pengusaha, 
di sektor pengangkutan, PNS/TNI/POLRI. Pensiunan, jasa-jasa dan 
lain-lain. 
Menurut data dari Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (DKTT) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 jumlah 
pencari kerja tercatat 12.245 orang dengan rincian laki-laki 5.554 dan 
perempuan 6.691 orang. Lulusan SLTA tercatat yang paling besar, yaitu 
5,689 orang (40,46%) dan paling sedikit adalah lulusan SD, yaitu 130 
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orang (1,06%). 
 
8. Sektor Lain 
a. Rumah Penduduk 
Rumah penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 
sebanyak 198.032 unit, yang terdiri dari rumah permanen 164.179 unit, 
semi permanen 18.456 unit dan non permanen 15.397 unit. 
b. Pariwisata 
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan dalam 
rangka pemasukan pendapatan daerah. Obyek wisata yang ada di 
Kabupaten Karanganyar meliputi taman hiburan, pemandangan alam, 
pemandian air panas dan peninggalan sejarah. Selama tahun 2007 
jumlah pengunjung ke seluruh obyek wisata mencapai 685.337 orang 
dengan obyek yang paling banyak dikunjungi adalah Grojogan Sewu di 
Tawangmangu sebanyak 157.306 orang (22,95%), Kolam Renang Intan 
Pari di Karanganyar 128.679 orang (19,73%) dan Taman Ria Bale 
Kambang di Tawangmangu 33.200 orang (4,84%). 
c. Kebersihan 
Berdasarkan data dari Dinas PU dan LLAJ (Sub Din Kebersihan 
dan Tata Kota) Kabupaten Karanganyar, rata-rata produksi sampah 
perhari mencapai 350,00 m3 dan yang dapat terangkut sebanyak 245,00 
m3 (70,00%). Jenis sampah yang paling banyak adalah jenis organik 
(30,00%), plastik (21%) dan kertas (14,00%). Guna pengangkutan 
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sampah tersebut di Kabupaten Karanganyar baru tersedia truk sampah 5 
unit, truk kontainer 5 unit, kontainer 30 unit dan gerobak sampah 40 
unit, tempat pembuangan sementara 38 tempat, tempat pembuangan 
akhir 1 tempat, truk tinja 1 unit, transfer depo 1 unit dan instalasi 
pengolahan limbah tinja 1 unit. 
 
9. Susunan Organisasi 
a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 
b. DPRD Kabupaten Karanganyar 
c. Staf Ahli Bupati, terdiri dari: 
1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 
2) Staf Ahli bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia 
3) Staf Ahli bidang perekonomian dan pembangunan 
d. Perangkat Daerah, terdiri dari: 
1) Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a) Asisten Pemerintahan, terdiri dari: 
· Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum 
Ø Sub Bagian Pertahanan dan Ketertiban 
Ø Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama 
· Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari: 
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Ø Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan kelurahan 
Ø Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa dan 
Kelurahan 
Ø Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa 
· Bagian Hukum, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Perundang-undangan 
Ø Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Ø Sub Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia 
· Bagian Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen 
Ø Sub Bagian Pendayagunaan Sistem Informasi 
Manajemen 
Ø Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi 
b) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 
Rakyat, terdiri dari: 
· Bagian Perekonomian, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Perekonomian Rakyat 
Ø Sub Bagian Sumber Daya Alam 
Ø Sub Bagian Perusahaan Daerah 
· Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Penyusunan Program 
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Ø Sub Bagian Pengendalian 
Ø Sub Bagian Pelaporan 
· Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Agama, Pendidikan dan kebudayaan 
Ø Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Peranan Wanita dan 
Tenaga Kerja 
Ø Sub Bagian Sosial 
c) Asisten Administrasi, terdiri dari: 
· Bagian Perlengkapan dan Keuangan, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Pengadaan 
Ø Sub Bagian Pemeliharaan 
Ø Sub Bagian Keuangan 
· Bagian Organisasi dan Kepegawaian, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 
Ø Sub BAgian Ketatalaksanaan 
Ø Sub Bagian Kepegawaian 
· Bagian Umum, terdiri dari: 
Ø Sub Bagian Tata Usaha 
Ø Sub Bagian Rumah Tangga 
Ø Sub Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat 
2) Sekretariat DPRD, terdiri dari: 
a) Bagian Persidangan, Humas dan Protokol, terdiri dari: 
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· Sub Bagian Rapat 
· Sub Bagian Risalah 
· Sub Bagian Humas dan Protokol 
b) Bagian Perundang-undangan, terdiri dari: 
· Sub Bagian Legislasi 
· Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan 
· Sub Bagian Fasilitasi Antar Lembaga 
c) Bagian Umum, terdiri dari: 
· Sub Bagian Tata Usaha 
· Sub Bagian Keuangan 
· Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
3) Dinas Daerah, terdiri dari: 
a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
b) Dinas Kesehatan 
c) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
d) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
e) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
f) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
g) Dinas Pekerjaan Umum 
h) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
i) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah 
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j) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 
k) Dinas Peternakan dan Perikanan 
l) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
4) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari: 
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
b) Inspektorat 
c) Badan Kepegawaian Daerah 
d) Badan Lingkungan Hidup 
e) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
f) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 
g) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
h) RSUD 
i) Kantor Ketahanan Pangan 
j) Kantor Perpustakaan dan Arsip 
k) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
l) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
5) Lembaga Lain, terdiri dari: 
a) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan 
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B. Laporan Magang Kerja 
 Kegiatan Magang bagi mahasiswa Diploma III Universitas Sebelas Maret 
Surakarta merupakan salah satu kegiatan penunjang yang wajib dilaksanakan 
untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada 
Program Diploma III Perpajakan. Program Diploma III memberi kebebasan 
pada mahasiswa dalam hal pemilihan tempat magang, namun terbatas pada 
bidang ilmu yang telah dipelajari. Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar yang berlokasi di Jalan Samanhudi, Komplek 
Perkantoran Cangakan, Karanganyar sebagai tujuan magang. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 
Denah Lokasi KPP Karanganyar 
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 Adanya batasan khusus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar menjadi halangan penulis dalam memilih divisi tempat magang. 
Pemilihan Divisi tempat magang dikoordinasi oleh Bagian Umum. Penulis 
ditempatkan pada Divisi Penagihan. Adapun pelaksanaan Kegiatan Magang 
Kerja dimulai pada tanggal 01 Februari dan berakhir pada tanggal 31 Maret 
2010.  
 Jadwal Kegiatan Magang Kerja dapat dilihat pada Tabel III.1 yang 
diuraikan secara rinci. 
 
Tabel III.1 
Jadwal dan Rincian Kegiatan Magang Kerja 
Pada Bagian Penagihan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
      
NO Hari/ Tanggal 
Lama Magang 
Uraian Pekerjaan Bagian/ 
Divisi Datang Pulang 
1 Senin, 01-02-2010 07.30 15.00 Pemindahan arsip WP Penagihan 
2 Selasa, 02-02-2010 07.30 15.00 Penomoran Surat Penghapusan 
Pajak 
Penagihan 
3 Rabu, 03-02-2010 07.30 15.00 
Penomoran Surat Penghapusan 
Pajak Penagihan 
4 Kamis, 04-02-2010 07.30 15.00 
Pengarsipan Surat Penghapusan 
Pajak 
Penagihan 
5 Jumat, 05-02-2010 07.30 15.00 Pengarsipan Surat Penghapusan 
Pajak 
Penagihan 
6 Senin, 08-02-2010 07.30 15.00 
Pengarsipan Surat Penghapusan 
Pajak Penagihan 
7 Selasa, 09-02-2010 07.30 15.00 
Pencatatan Penerbitan Surat 
Tagihan ke Kartu WP 
Penagihan 
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8 Rabu, 10-02-2010 07.30 15.00 Pengarsipan Surat Tagihan Penagihan 
9 Kamis, 11-02-2010 07.30 15.00 
Pencatatan Penerbitan Surat 
Teguran ke Kartu WP Penagihan 
10 Jumat, 12-02-2010 07.30 15.00 Pengarsipan Surat Teguran Penagihan 
11 Senin, 15-02-2010 07.30 15.00 
Pencatatan Penerbitan Surat Paksa 
ke Kartu WP 
Penagihan 
12 Selasa, 16-02-2010 07.30 15.00 Pengarsipan Surat Paksa Penagihan 
13 Rabu, 17-02-2010 - - - Penagihan 
14 Kamis, 18-02-2010 07.30 15.00 
Membuat Daftar Pengiriman Surat 
Teguran 
Pengarsipan Duplikasi Surat 
Teguran 
Penagihan 
15 Jumat, 19-02-2010 07.30 15.00 
Membuat Daftar Pengiriman Surat 
Paksa 
Pengarsipan Duplikasi Surat 
Paksa 
Penagihan 
16 Senin, 22-02-2010 07.30 15.00 
Pencatatan ke Kartu atas 
Pembayaran Sisa Piutang WP 
Penagihan 
17 Selasa, 23-02-2010 07.30 15.00 Pengarsipan Bukti Setoran WP Penagihan 
18 Rabu, 24-02-2010 07.30 15.00 Pengarsipan Data WP Baru Penagihan 
19 Kamis, 25-02-2010 07.30 15.00 
Pengecekan Daftar Sisa Piutang 
PBB ke Arsip WP 
Entri data STTS 
Penagihan 
20 Senin, 01-03-2010 07.30 15.00 
Rekapitulasi Surat Masuk 
Rekapitulasi Surat Keluar 
Penagihan 
21 Selasa, 02-03-2010 07.30 15.00 
Pencetakan Daftar Sisa Tagihan 
Pajak 
Penduplikasian Data 
Penagihan 
22 Rabu, 03-03-2010 07.30 15.00 
Pengecekan Surat Tagihan Pajak 
atas PPh ps 21 Penagihan 
23 Kamis, 04-03-2010 07.30 15.00 
Pengecekan Surat Tagihan Pajak 
atas PPh ps 25/29 
Penagihan 
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24 Jumat, 05-03-2010 07.30 15.00 
Pengecekan Surat Tagihan Pajak 
atas PPN 
Penagihan 
25 Senin, 08-03-2010 07.30 15.00 
Proses Pengecekan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Memvalidasi Surat Masuk dan 
Keluar dengan pemberian stempel 
Penagihan 
26 Selasa, 09-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
27 Rabu, 10-03-2010 07.30 15.00 
Membuat Daftar Pengiriman Surat 
Panggilan atas Tunggakan Pajak 
WP 
Pencatatan pada Arsip Surat 
Keluar atas Pengiriman Surat 
Panggilan atas Tunggakan Pajak 
WP 
Penyortiran STTS 
Penagihan 
28 Kamis, 11-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
29 Jumat, 12-03-2010 07.30 15.00 
Penyortiran STTS 
Membuat Bukti Penerimaan SPT 
Penagihan 
30 Senin, 15-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
31 Rabu, 17-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
32 Kamis, 18-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
33 Jumat, 19-03-2010 07.30 15.00 
Penyortiran STTS 
Pencetakan Data Daftar Sisa 
Tagihan 
Penagihan 
34 Senin, 22-03-2010 07.30 15.00 
Penyortiran STTS 
Membuat Bukti Penerimaan SPT 
Penagihan 
35 Selasa, 23-03-2010 07.30 15.00 
Penyortiran STTS 
Pencetakan Data Blanko PBB 
Penagihan 
36 Rabu, 24-03-2010 07.30 15.00 
Menulis Daftar Surat 
Pemberitahuan Tunggakan PBB Penagihan 
37 Kamis, 25-03-2010 
07.30 15.00 
Perekaman Data Wajib Pajak 
PBB 
Penagihan 
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C. Pembahasan Masalah 
 Selama diberlakukannya Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan, telah terjadi perubahan sebanyak empat kali, yakni: 
1. Undang-undang No.7 tahun 1991 
2. Undang-undang No.10 tahun 1994 
3. Undang-undang No.17 tahun 2000 
4. dan yang terakhir adalah undang-undang No.36 tahun 2008 
 Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh undang-undang Pajak 
penghasilan yang baru adalah berubahnya tarif pajak. Baik tarif untuk Wajib 
Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, keduanya mengalami 
perubahan. Namun demikian, sifat perubahannya berbeda. Apabila tarif PPh 
Orang Pribadi hanya berubah dalam hal tarif, lapisan kena pajak, dan dasar 
pengenaan Pendapatan Tidak kena Pajaknya, tetapi perubahan tarif PPh 
Badan mengalami perubahan pada jenis tarifnya yaitu dari tarif proporsional 
menjadi tarif tunggal (single tax). 
 Penerimaan Negara dari sektor pajak tahun 2009 khususnya Pajak 
Penghasilan diperkirakan menurun cukup signifikan sejalan dengan beberapa 
perubahan mengenai ketentuan tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib 
38 Jumat, 26-03-2010 07.30 15.00 
Penyortiran STTS 
Penduplikasian Data 
Penagihan 
39 Senin, 29-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
40 Selasa, 30-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
41 Rabu, 31-03-2010 07.30 15.00 Penyortiran STTS Penagihan 
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Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan. Penurunan tarif pajak ini 
dapat mengakibatkan potensi kehilangan (potential loss). Walaupun 
demikian, tarif yang diberlakukan di Indonesia masih kalah jauh dibanding 
Negara lain, seperti Malaysia yang memberlakukan tarif tunggal bagi Wajib 
Pajak Badan sebesar 26%, Singapura sebesar 20% dan Hongkong 17,5%. 
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar tentang Penerimaan pajak 2008-2009 maka dapat diketahui 
mengenai perubahan penerimaan pajak dalam tabel berikut. 
 
Tabel III.2 
Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan 
Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008-2009 
 
Jenis Pajak 2008 2009 
PPh Pasal 21 49,302,511,192 60,897,910,999 
PPh Pasal 25/29 OP   2,135,053,661   2,401,448,190 
PPh Pasal 25/29 Badan 35,782,016,595 48,271,901,497 
JUMLAH 87,219,581,448 111,571,260,686 
(Sumber: KPP Pratama Karanganyar) 
 
 Dari Tabel III.2 diketahui bahwa penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21, 
Pajak Penghasilan pasal 25/29 OP dan Badan di Kabupaten Karanganyar 
pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Penerimaan PPh pasal 21 
meningkat sebesar 23,5% dari tahun 2008, selain itu penerimaan PPh pasal 
25/29 baik OP maupun badan juga mengalami peningkatan masing-masing 
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sebesar 12,5% dan 34,9%. Secara keseluruhan penerimaan pajak penghasilan 
Kabupaten Karanganyar naik sebesar 27,92%. Hal ini tidak sejalan dengan 
perkiraan yang menyatakan bahwa akan terjadi Potential Loss sebagai akibat 
perubahan tarif yang diberlakukan bagi Wajib pajak Badan maupun wajib 
pajak Orang Pribadi. 
 Melalui berbagai observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa 
terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak 
di Kabupaten Karanganyar walaupun pemerintah memberlakukan tarif baru 
yang lebih rendah bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan tersebut 
dihasilkan dari: 
1. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak 
 Peraturan pemerintah yang baru menyebutkan bahwa setiap Wajib 
Pajak Badan harus menggunakan Faktur Pajak dalam setiap transaksinya 
untuk mempermudah kontrol atas pembayaran pajaknya. Sehingga tiap 
Wajib Pajak Badan diharapakan selalu taat membayar pajak sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, dengan menurunnya tarif 
pajak pada Undang-Undang yang baru juga meningkatkan kemampuan 
membayar bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karena pajak yang dibayarkan 
lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Data peningkatan kepatuhan 
pembayaran pajak dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel III.3 
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 
WP Orang Pribadi dan WP Badan 
Kabupaten Karanganyar 
 
Subyek Pajak 
WP Terdaftar Jml SPT Masuk Rasio 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Badan 3,426 3,531 1,502 1,707 43,84% 48,34% 
Orang Pribadi 27,162 41,720 8,096 25,339 29,81% 60,74% 
(Sumber: KPP Pratama Karanganyar) 
 
 Dari tabel III.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan mengalami peningkatan. Untuk Wajib Pajak 
Badan mengalami peningkatan sebesar 4,5%. Rasio kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 
2008 sebesar 29,81%, pada tahun 2009 meningkat menjadi 60,74%. Rasio 
kepatuhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 30,93% 
dibandingkan tahun 2009. 
 
2. Ekstensifikasi (perluasan basis pajak) 
 Penurunan tarif  PPh dalam undang-undang no.36 tahun 2008 akan 
meningkatkan kemampuan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi 
maupun Wajib Pajak Badan.dalam membayar pajak karena pajak yang 
dibayarkan lebih kecil dari periode sebelumnya. Hal ini akan berpengaruh 
pada peningkatan jumlah Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan 
lxiv 
 
yang akan meningkatkan pendapatan pajak penghasilan Kabupaten 
Karanganyar seperti terlihat pada Tabel III.4. 
 
Tabel III.4 
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 
Kabupaten Karanganyar 
 
Keterangan 2008 2009 
WP Orang Pribadi 27,162 41,720 
WP Badan 3,426 3,531 
JUMLAH 30,588 45,251 
(Sumber: KPP Pratama Karanganyar) 
 
 Dari tabel III.4  dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada 
tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008. Selisih 
jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada tahun 
2008 dibandingkan tahun 2009 masing-masing sebesar 14,558 dan 105 
atau sebesar 53,60% dan 3,06%. Secara keseluruhan jumlahnya meningkat 
sebesar 47,94%. 
 
3. Extra Effort 
 Kerjasama antara insan perpajakan dan masyarakat juga berperan 
dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dalam Sistem self assesment yang 
berlaku di Indonesia peranan dari wajib pajak lebih dituntut dalam hal 
menghitung, memperhitungkan, melapor, dan  menyetor pajak sendiri. Jadi 
kepedulian dan keseriusan dari wajib pajak itu sendiri dituntut dalam 
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memajukan perpajakan sebagai sumber penerimaan negara yang terutama 
dan terbesar diantara penerimaan negara lainnya. Dengan penyuluhan yang 
dilakukan para insan perpajakan secara teratur, masyarakat dapat bertanya 
mengenai kesulitan dalam penghitungan pajak atau hal-hal lain yang 
berhubungan dengan perpajakan. Sehingga masyarakat dapat 
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai aturan yang 
berlaku. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Undang-undang no.36 tahun 2008 yang diberlakukan pada tahun 2009 
mengubah tarif atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Hal 
ini tidak lantas membuat penerimaan Negara khususnya Kabupaten 
Karanganyar mengalami potential loss. Keadaan ini justru meningkatkan 
penerimaan pajak penghasilan Kabupaten Karanganyar sebesar 27,92% dari 
penerimaan tahun 2008. 
 Peningkatan penerimaan atas kebijakan pemerintah merubah tarif bagi 
Wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dihasilkan dari: 
1. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak 
2. Ekstensifikasi (perluasan basis pajak) 
3. Extra effort 
 
B. Saran 
1. Bagi KPP Pratama Karanganyar 
a. Mengadakan penyuluhan terhadap Wajib Pajak secara intensif serta 
berkelanjutan, khususnya Pajak Penghasilan beserta perubahan 
tarifnya untuk kepentingan pembangunan Negara. 
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b. Perbaikan pelayanan administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk 
memudahkan Wajib Pajak dalam kepengurusan pajak, khususnya 
Pajak Penghasilan di Kabupaten Karanganyar. 
c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar hendaknya 
meningkatkan kualitas profesionalisme dalam mengawasi pembayaran 
perpajakan. 
 
2. Bagi Wajib Pajak 
a. Wajib Pajak hendaknya meningkatkan pemahaman akan pentingnya 
pajak, khususnya Pajak Penghasilan terhadap Pembangunan Negara 
untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. 
b. Meningkatkan kepedulian dan keseriusan wajib pajak dalam 
memajukan perpajakan sebagai sumber penerimaan Negara yang 
terutama dan terbesar diantara penerimaan Negara lainnya. 
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